
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  48  TAHUN  2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 47 TAHUN 2017  

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9               

TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan rumusan pengaturan terkait Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai 

dengan kondisi perkembangan hukum saat ini dan perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 

tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950       

Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16          

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 



 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13            

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah 



diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                  

Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA   

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo 2017 Nomor 47), diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 7 

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan 

memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan. 

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon 

anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam 

menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 

perempuan. 

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tatib panitia. 

 

 



 

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan satu huruf yakni huruf s, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 12 

Persyaratan administrasi calon anggota BPD adalah: 

a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan 

foto copy KTP, KSK yang dilegalisir dan terdaftar sebagai 

penduduk Desa yang bertempat tinggal di wilayah 

pemilihan; 

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 

pertama atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang; 

e. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah 

Desa; 

f. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga 

Kemasyarakatan Desa; 

g. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga 

Swadaya Masyarakat; 

h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;  

i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan 

j. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir 

oleh pejabat berwenang; 

k. surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, 

lingkungan desa; 

l. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana 

penjara; 

m. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai 

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur 

dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 

berulangulang; 

n. sehat jasmani dan rohani ; 

o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota 

BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; 

p. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian setempat; 

 



q. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari 

dokter puskesmas setempat atau RSUD Sidoarjo; 

r. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; dan 

s. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah 

pernah menikah; 

 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 14 

(1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 

(delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 

sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama. 

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa 

keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-

turut atau tidak secara berturut-turut. 

 

4. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni 

huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 82 

(1) Anggota BPD berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan 

belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan 

besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan 

ketenagakerjaan; dan 

g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di 

akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa 

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam 

musyawarah BPD. 

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD 

berhak: 

a. pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan 

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan 

kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; 

 



b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi 

pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 

 

5. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 83 

(1)  Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk 

memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 82 ayat (1) huruf e. 

(2)  Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(3)  Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 

(4)  Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan lainnya. 

(5)  Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan tunjangan kinerja. 

(6)  Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan 

kepentingan dinas anggota BPD. 

 

6. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 84 

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 83 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan 

anggota dalam kelembagaan BPD. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 

ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan 

beban kerja. 

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 

ayat (5) diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan 

kepentingan tugas dan fungsi anggota BPD 

(5) Tunjangan lainnya anggota BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dapat terdiri atas: 

a.  biaya perjalanan dinas dalam daerah :  

b.  biaya perjalanan dinas luar daerah. 

(6) Besaran biaya perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (5) 

huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala 

Desa. 



 

Pasal II 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal  11  September  2024

  
                                                                             WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 

          ttd 
 
 
                                                                                                                SUBANDI 
 
 
 
 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  11  September  2024 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

  ttd 

d 

FENNY APRIDAWATI 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 48 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
NOREG PERBUP : 48 TAHUN 2024



 


